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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Rakyat dan Permukiman Tahun Kabupaten Lima Puluh

Kota 2022 dapat terselesaikan tepat waktu. Program dan

kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rékyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 disusun
berdasarkan atas usulan dari setiap bidang dan seksi pada Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan mengacu kepada tugas
pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu program dan kegiatan tersebut
disempurnakan dengan adanya usulan dari para pihak terkait pengelolaan
lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat
dan Permukiman Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dokumen ini juga menjadi
alat ukur/reviu sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Rencana Kerja ini diharapkan
dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah,
mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut
mendukung terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun Dinas
Lingkungan Tahun Anggaran 2022. Semoga semua yang tertuang dalam
dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan
lingkungan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun selanjutnya.
Sarilamak, 6 Agustus 2021
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 28 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Agustus 2021
HAL . RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS

LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan derah
dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat
Daerah. Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPIJMD
dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Selanjutnya
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah

dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat

Rencana Rerja DLAPP Rabupaten Lima Pulut Rota Tr# 2022
I-1



Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD,
RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPIJMD
yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat denga Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan. Dalam penyusunannya,
Renstra Perangkat Daerah wajib memperhatikan Renstra kementerian/lembaga
melalui penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan Kkegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional. Rencana perangkat daerah tersebut juga disusun dengan melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang berwenang
dalam urusan perencanan pembanguna dan penelitian-pengembangan
(Bapelitbang) serta pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Dalam
pelaksanaanya, rencana perangkat daerah baik berupa Renstra PD maupun
Renja PD disusun melalui tahapan : 1) persiapan; 2) penyusunan rancangan
awal; 3) penyusunan rancangan; 4) forum perangkat daerah; 5) perumusan

rancagan akhir; dan 5) penetapan.
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609);
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10.

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 567);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Rencana Rerja DLAPP Rabupaten Lima Pulut Rota Tr# 2022
I-4



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
6); sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima
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Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 tahun 2016 tentang
Kedudukan ,Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Perumahan rakyat dan Permukiman);

23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara
operasional dan teknis sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas
pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
RKPD 2022 sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas pokok da fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

3. Menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman untuk
Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

Permukiman Tahun 2022 disusun dengan tujuan :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman dalam melaksanakan

program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan
fungsi jajaran perangkat daera Dinas Lingkungan Hidup Perumahan

Rakyat dan Permukiman.
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3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan

Permukiman pada Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan

Permukiman Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan, landasan
hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman.

. Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat

Dan Permukiman Tahun Lalu

Bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dengan
dilengkapi capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat Dan Permukiman, analisis kinerja pelayanan, isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah,
reviw tehadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat.

[ll. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini berisi: telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas
Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman; dan
sasaran Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman yang akan dilaksanakan
Tahun 2022.

. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Penutup
Pada bagian ini beriskan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
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BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Rakyat dan Permukiman tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dan/atau realisasi
keuangan/fisik untuk Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Perumahan Rakyat dan Permukiman berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,
dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul
terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut.
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Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun lalu dan pencapaian
kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman,maka
rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Rakyat dan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Perumahan
Rakyat dan Permukiman sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana

terlihat pada Tabel 2.4
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian Target
Target Realisasi | Program dan Kegiatan Tahun Target Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan IV
Kind Target 2020 9 Tahun 2020
. inerja A program
Urusan /Bidang Capaian Kinerja dan
Urusan Indikator Kinerja Hasil :
Pemerintahan Program Program Program feac kegiatan icaci | Tingkat Capaian Realisasi
Kode Daerah dan (outcome) dan (Renstra dan T_arg(_et Re_allsay : (Renja Realls_a3| E'I}'ar et Igenstra (%)
b / Keagiat tout Perangkat Kel Kme_rja Kme_rja ngkat_ Perangkat Capaian g
rogram egiatan (output) Daerah) eluaran Renja Renja Realisasi Daerah Program
Kegiatan Tahun s/d Tahun Tahun (%) tahun dan
2016-2021 | rahun 2020 2020 2021) Kegiatan
2019
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
08 | xx Program Persentase

1 15 Pengembangan Pengelolaan
Kinerja Persampahan
Pengelolaan (%)
Persampahan

08 | xx Kegiatan : Jumlah Kebijakan

1 15 | 01 | Penyusunan Daerah Tentang
Kebijakan Pengelolaan 3 2 1 1 50 1 4 133.33
Manajemen Sampah !
Pengelolaan (peraturan)
Sampah
Kegiatan : Jumlah prasarana

1| 8 | xx | 15 | 02 | Penyediaan dan sarana
Prasarana dan pengelolaan
Sarana persampahan 3 L L L ) 1 s 100,00
Pengelolaan (paket)
Persampahan
Kegiatan : Pelaksanaan

1| 8 | xx | 15 | 04 | Peningkatan operasional
Operasi dan penanganan
Pemeliharaan persampahan 12 12 - - - 12 100,00
Prasarana dan (bulan)
Sarana
Persampahan
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Kegiatan : Jumlah
08 | xx | 15 | 05 | Pengembangan Pembangunan
Teknologi TPS3R
Pengolahan Pengolahan 6 L ) ) ) ! 2 33,33
Persampahan Persampahan
(Unit)
Kegiatan : Jumlah Bimtek
08 | xx | 15 | 06 | Bimbingan Teknis | Persampahan
Persampahan yang 15 6 1 1 17 - 7 46,67
dilaksanakan (kali)
## | Kegiatan : Jumlah
08 | xx | 15 Sosialisasi Sosialisasi
Kebijakan Kebijakan
Pengelolaan Pengelolaan 7 2 2 1 100 3 42,86
Persampahan Persampahan
(kali)
## | Kegiatan : Jumlah Nagari
08 | xx | 15 Peningkatan yang melakukan
Peran Serta Program
Masyarakat dalam | Pengelolaan 20 30 1 15 3 20 45 225,00
Pengolahan Sampah (Nagari)
persampahan
Kegiatan : Jumlah Laporan
08 | xx | 15 | 12 | Monitoring, Pengawasan
Evaluasi dan Pengelolaan 5 1 1 3 100 1 4 80,00
Pelaporan Persampahan
(laporan)
Pengendalian Persentase
08 | xx | 16 Pencemaran dan | Pengendalian
Perusakan Pencemaran dan
Lingkungan Perusakan
Hidup Lingkungan (%)
Koordinasi Jumlah
08 | xx | 16 | 01 | Penilaian Kota Koordinasi 15 ) ) ) ) 3 ) )
Sehat/Adipura Penilaian Adipura
(kali)
Pemantauan Jumlah Titik
08 | xx | 16 | 03 | Kualitas Pantau Air dan 20 36 28 15 78 14 51 255,00
Lingkungan Badan Air (Iokasi)
Jumlah Titik
Pantau Kualitas 4 - - 4 - -
Udara (Lokasi)
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Jumlah
Pengadaan
sarana dan
Peralatan
Laboratorium
Lingkungan (unit)

Jumlah Analis
Laboratorium
yang Dilatih
(orang)

18

08

XX

16

04

Pengawasan
pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup

Persentase
Pengawasan yang
dilakukan
terhadap usaha
dan/ atau kegiatan
yang mempunyai
izin lingkungan
(%)

70

70

70

50

100

220

120

171,43

08

XX

16

06

Pengelolaan B3
dan Limbah B3

Data Inventarisasi
Usaha/ kegiatan
yang
menggunakan B3
dan menghasilkan
Limbah B3
(kecamatan)

13

600

20

61,54

Jumlah
Sosialisasi
Pengelolaan B3
dan Limbah B3
(Kali)

66,67

Jumlah
Pengawasan dan
Pemantauan
terhadap usaha/
kegiatan yang
memlliki izin
Limbah B3 (kali)

28

08

16

07

Pengkajian
dampak
Lingkungan

Jumlah Usaha/
kegiatan yang
layak lingkungan
( SPPL, Izin
Lingkungan)
(usahal kegiatan)

1380

230

250

11.500

220

252

18,26
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Peningkatan Jumlah Usaha/
08 | xx | 16 | 08 | pengelolaan kegiatan yang
Lingkungan melaksanakan
Pertambangan Good Mining
Praktice (GMP) 24 15 - - - -
dan Penyusunan
Rencana CSR
Pertambangan
(usahal kegiatan)
Peningkatan Jumlah
08 | xx | 16 | 09 | peringkat kinerja Perusahaan yang
perusahaan diusulkan
(PROPER) mengikuti 6 5 L 250 3 50,00
PROPER (usaha/
kegiatan)
## | Penyusunan Jumlah Dokumen
08 | xx | 16 kebijakan KLHS KRP
pengendalian Pembangunan
pencemaran dan (dokumen) 4 6 1 600 2 2 50,00
perusakan
lingkungan hidup
Jumlah Peraturan
Kebijakan
Pengendalian
Pencemaran dan 10 1 - 2 1 10,00
Perusakan
Lingkungan Hidup
(peraturan)
## | koordinasi Jumlah
08 | xx | 16 penyusunan UpGrading Komisi
AMDAL Penilai AMDAL 30 30 60 - 30 60 200,00
(orang)
Peningkatan Jumlah
08 | xx | 16 | 14 | Peran Serta Sosialisasi
Masyarakat dalam | Pengendalian 8 ) ) ) ) )
Pengendalian Lingkungan
Lingkungan Hidup | Hidiup
(sosialisasi)
Jumlah IPAL
yang dibangun 3 - -
(Unit)
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## | Pengkajian Jumlah
08 | xx | 16 pengembangan Penghargaan
sistem insentif Bidang
dan disinsentif Lingkungan Hidup
Tingkat 2 - - - -
Kabupaten dan
Peringatan Hari
Lingkungan Hidup
(Pelaksanaan)
Perlindungan Persentase
08 | xx | 17 dan Konservasi Cakupan
SDA Perlindungan -
Dan Konservasi
SDA (%)
Konservasi Jumlah Bibit
08 | xx | 17 | 01 | Sumber Daya Air untuk Konservasi
dan Pengendalian | di Sumber-sumber
Kerusakan Air (batang) 44000 8.000 1 1.000 1 0,00
Sumber-sumber
Air
Pengembangan Lokasi Ekowisata
08 | xx | 17 | 04 | Ekowisata dan yang
Jasa Lingkungan dikembangkan 1
(lokasi)
Jumlah
Sosialisasi
Pengembangan
Ekowisata dan 1 1 1 1 100,00
Jasa Lingkungan
Kabupaten (Kali)
Jumlah Nagari
yang memelihara
Hulu DAS Kampar 6 - - -
(Nagari)
Peningkatan Jumlah Papan
08 | xx | 17 | 07 | Konservasi Informasi untuk
Daerah Peningkatan
tangkapan Air dan | Konservasi 70 10 10 14,29
Sumber -Sumber | daerah

Air

Tangkapan Air
(unit)
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Jumlah
Sosialisasi
Peningkatan
Konservasi 3 - 66,67
Daerah
Tangkapan Air
(kali)
Pengendalian
08 | xx | 17 | 07 | dan Pengawasan
Pemanfaatan i} B -
SDA
08 | xx | 17 | 10 | Pengelolaan Pembangunan
Keanekaragaman | Taman
Hayati dan Keanekaragaman 1 - -
Ekosistem Hayati (lokasi)
Jumlah Sosialisasi
Pengelolaan
Keanekaragaman 4 100 50.00
Hayat dan ’
Ekosistem (kali)
08 | xx | 17 | 14 | Peningkatan Jumlah Kelompok
Peran Serta Masyarakat yang
Masyarakat dibina yang
Dalam Berperan Dalam 11 - 9,09
Perlindungan dan | Perlindungan dan
Konservasi SDA Konservasi SDA
08 | xx | 17 | 15 | Koordinasi Jumlah Sosialisasi
Peningkatan Peningkatan
pengelolaan Pengelolaan 4 200 50,00
kawasan Kawasan
konservasi Konservasi (Kali)
08 | xx | 17 | 16 | Monitoring Laporan
evaluasi dan Pelaksanaan
pelaporan Program 3 ) 3333
Perlindungan dan !
Konservasi SDA
(Laporan)
08 | xx | 18 Program Jumlah
Rehabilitasi dan Dokumen
Pemulihan Rehabilitasi dan
Cadangan Pemulihan B
Sumber Daya Cadangan SDA
Alam (dokumen)
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08 | xx | 18 | 02 | Perencanaan dan | Dokumen Data
Penyusunan Inventarisasi
Program Lahan
Pembangunan (kecamatan)
Pengendalian 13 1 3 - 3 23,08
Sumber daya
alam dan
Lingkungan Hidup
08 | xx | 18 | 07 | Peningkatan Jumlah Kelompok
Peran Serta yang
Masyarakat dalam | melaksanakan
rehabilitasi dan rehabilitasi dan 3 3 2 _ 2 66.67
pemulihan pemulihan ’
cadangan SDA cadangan SDA
(kelompok)
08 | xx | 18 | 08 | Monitoring Jumlah Laporan
evaluasi dan Program
pelaporan Rehabilitasi dan 2 ) ) ) ) )
Pemulihan
Cadangan SDA
(Laporan)
08 | xx | 19 Peningkatan Jumlah
Kualitas dan Pembinaan dan
Akses Informasi | Edukasi
Sumber Daya Lingkungan -
Alam dan Hidup
Lingkungan (Penghargaan)
Hidup
08 | xx | 19 | 01 | Peningkatan Jumlah Sekolah
Edukasi dan Adiwiyata
Komunikasi (Sekolah)
Masyarakat 30 37 20 - 20 66,67
Dibidang
Lingkungan
08 | xx | 19 | 02 | Pengembangan Dokumen
data dan informasi | Informasi Kinerja
lingkungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup 5 5 L 167 4 80,00
Daerah
(Dokumen)
04 | Penguatan Sistem Informasi
08 | xx | 19 jejaring informasi Perlindungan dan
lingkungan pusat | Pengelolaan > _ ) ) ) )
dan daerah Lingkungan Hidup
(Pelaksanaan)
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Peningkatan Persentase
08 | xx | 20 Pengendalian Pengendalian
Polusi Polusi di
Lingkungan . .
Kabupaten Lima
Puluh Kota (%)
Pengujian emisi Jumlah
08 | xx | 20 | 01 | kendaraan Kendaraan yang
bermotor diuji emisinya 610 50 150 - 200 150 24,59
(unit)
Pengujian Kadar Jumlah usaha/
08 | xx | 20 | 03 | Polusi Limbah kegiatan yang
Padat dan Limbah | dilakukan
Cair ﬁengl.‘“"’.‘” Kadar 14 8 4 800 4 5 3571
olusi Limbah
Padat dan Limbah
Cair (usaha/
kegiatan)
Penyuluhan dan Jumlah
08 | xx | 20 | 07 | pengendalian Penyuluhan dan
polusi dan Pengendalian
pencemaran Polusi dan 13 2 2 200 2 s 23,08
Pencemaran (
Sosialisasi ) (kali)
Program Ruang Persentase
08 | xx | 24 Terbuka Hijau Penataan Ruang
Terbuka Hijau - -
(RTH) di IKK (%)
Sosilasisasi Sosilasisasi
08 | xx | 24 | 02 | Kebijakan, Norma, | Kebijakan, Norma,
Standar, prosedur | Standar, prosedur
dan manual dan manual 1 2 N N - T
pengelolaan RTH | pengelolaan RTH
(kali)
Penyusunan Penyusunan
08 | xx | 24 | 04 | Program Dokumen
Pengembangan Pengembangan 1 1 1 - 1 100,00
RTH RTH (Dokumen )
Penataan RTH Jumlah
08 | xx | 24 | 05 Pembangunan 2 B _ _ _ _
RTH (Paket)
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Jumlah
Sosialisasi 1 ) ) ) )
Penataan TRH
(Kali)
Program Persentase
08 | xx | 01 Administrasi pelatanan
Perkantoran Administrasi - -
Perkantoran (%)
Penyediaan Jasa | Pelaksanaan
08 | xx | 01 | 01 | Surat Menyurat Jasa surat
menyurat dan
dokumen 12 36 12 12 33 12 48 80,00
administrasi
perkantoran
(bulan)
Penyediaan Jasa | Pembayaran
08 | xx | 01 | 02 | Komunikasi jasa telepon, air
Sumber Daya dan listrik (bulan) 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Listrik dan Air
Penyediaan Jasa | Pelaksanaan
08 | xx | 01 | 03 | Peralatan dan penyediaan
Perlengkapan peralatan dan 12 12 12 12 100 12 24 40.00
Kantor perlengkapan '
kantor (bulan)
Penyediaan Jasa | Pembayaran
08 | xx | 01 | 07 | Administrasi Penyediaan Jasa
Keuangan Administrasi 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Keuangan (bulan)
Penyediaan Jasa | Pembelian
08 | xx | 01 | 08 | Kebersihan Peralat_an 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Kantor Kebersihan kantor
(bulan)
Penyediaan jasa Pelaksanaan
08 | xx | 01 | 09 | perbaikan servis/ perbaikan
peralatan kerja peralatan kerja 12 12 12 12 100 12 24 40,00
(bulan)
Penyediaan Alat Pembelian
08 | xx | 01 | 10 | Tulis Kantor Penyediaan Alat
Tulis Kantor 12 36 12 12 33 12 48 80,00
(bulan)

Rencana Rervja DLAPP Rabupaten Lima Puluk Rota Tr# 2022

I1-11




Penyediaan Pelaksanaan
08 | xx | 01 | 11 | Barang Cetakan penyediaan
dan Penggandaan | Barang Cetakan 12 36 12 12 33 12 48 80,00
dan Penggandaan
(bulan)
Penyediaan Pembelian
08 | xx | 01 | 12 | Komponen Komponen
Instalasi Listrik / Instalasi Listrik /
Penerangan Penerangan 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Bangunan Kantor | Bangunan Kantor
(bulan)
Penyediaan Pembelian
08 | xx | 01 | 13 | Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Kantor Kantor (bulan)
Penyediaan Pembelian
08 | xx | 01 | 17 | Makanan dan Makanan dan 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Minuman Minuman (bulan)
Rapat-rapat Pelaksanaan
08 | xx | 01 | 18 | Koordinasi dan Rapat-rapat
Konsultasi ke Luar | Koordinasi dan 12 36 12 12 33 12 48 80,00
Daerah Konsultasi ke Luar
Daerah (bulan)
Program Persentase
08 | xx | 02 Peningkatan Peningkatan
Sarana dan sarana dan - -
Prasarana prasarana
Aparatur aparatur(%)
Pengadaan Jumlah
08 | xx | 02 | 05 | Kendaraan Pengadaan
Dinas/Operasional | Kendaraan 10 8 - - 8 80,00
Dinas/Operasional
(unit)
Pengadaan Jumlah
08 | xx | 02 | 10 | Mebeleur Pengadaan 9 52 1 3 2 55 100,00
Mebeleur (paket)
Pemeliharaan Pelaksanaan
08 | xx | 02 | 22 | Rutin/Berkala Pemeliharaan
Gedung Kantor Gedung Kantor 12 36 12 12 33 48 80,00
(bulan)
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Pemeliharaan Pelaksanaan
08 | xx | 02 | 24 | Rutin/Berkala Pemeliharaan
Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional | Dinas/Operasional 12 36 12 12 33 48 80,00
(bulan)
Program Persentase
08 | xx | 03 Peningkatan Peningkatan -
Disiplin Aparatur | disiplin kerja
aparatur (%)
Pengadaan Jumlah
08 | xx | 03 | 02 | Pakaian Dinas Pengadaan
beserta Pakaian Dinas
Perlengkapannya | beserta 7 2 1 1 50 3 42,86
Perlengkapannya
(paket)
Program Jumlah
08 | xx | 05 Peningkatan peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur - -
Sumber Daya (orang)
Aparatur
Bimbingan Teknis | Jumlah SDM
08 | xx | 05 | 03 | Implementasi yang mengikuti
Peraturan Bimbingan Teknis
Perundang- Implementasi 17 3 2 2 67 5 29,41
undangan Peraturan
Perundang-
undangan (orang)
Peningkatan Persentase
08 | xx | 06 Pengembangan kinerja SKPD (%)
Sistem
Pelaporan )
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Jumlah laporan
08 | xx | 06 | 01 | laporan capaian capaian kinerja
kinerja dan dan penetapan
ikhtisar realisasi kinerja (Laporan) 50 20 20 20 100 40 80,00
kinerja SKPD
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Program Persentase
04 | xx | 15 Pengembangan Ketersediaan
Perumahan Rumah Layak
Huni Bagi
Marsyarakat 21,01 )
Berpenghasilan
Rendah (MBR)
(%)
Kegiatan : DataBase Rumah
04 | xx | 15| 01 | Penetapan Tidak Layak Huni
Kebijakan, (RTLH) 13 i ) i i i
Strategi dan Kabupaten Lima
Program Puluh Kota
Perumahan (kecamatan)
Database PSU
Kabupaten Lima 2 )
Puluh Kota ( - - -
lokasi)
Kegiatan : Jumlah
04 | xx | 15 | 07 | Pembangunan Rehabilitasi
sarana dan Rumah Tidak
prasarana rumah | Layak Huni Bagi 4505 1.372 - 800 2.172 48,21
sederhana sehat Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (Unit)
Jumlah
Pembangunan
Rumah Layak
Huni Bagi 610 453 194 453 74,26
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah (Backlog)
(unit)
Kegiatan : monitoring,
04 | xx | 15 | 08 | Monitoring, Evaluasi dan
evaluasi dan Pelaporan 13 - - - - -
pelaporan Perumahan
(lokasi)
Program Persentase
04 | xx | 16 Lingkungan Penatan
Sehat Lingkungan 39,68 15 -
Perumahan Sehat
Perumahan (%)
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Kegiatan Jumlah
04 | xx | 16 | 02 | Penyediaan Pembangunan
Sarana Air Bersih | Sarana Air Bersih
dan Sanitasi dan Sanitasi 8.23 > 15 5 759 4 48,60
Dasar Terutama Dasar
Bagi Masyarakat (Drainase/Gorong-
Miskin gorong dan MCK)
(km)
Program Persentase
04 | xx | 17 Pemberdayaan Peningkatan PSU
I 0
ggm ;Jnnalﬁlaasn (%) 41 8 21 42 263
Kegiatan Jumlah
04 | xx | 17 | 02 | Fasilitasi Pembangunan
Pembangunan Sapras
Prasarana dan Peruma_han dan 15,87 8 8 29 100 37 23314
Sarana Dasar Permukiman
Permukiman (Jalan) (km)
Berbasis
Masyarakat
Kegiatan Terlaksananya
04 | xx | 17 | 07 | Monitoring, Monitoring,
Evaluasi dan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaporan PSU 13 75 13 13 17 88 100,00
Perumahan dan
Permukiman
(lokasi)
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu
kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
yaitu urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi
kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Bentuk
pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan permukiman terdiri atas 5
(ima) sub wurusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3)
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan
rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan
rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota; c¢) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan
pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan
gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan
Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan
dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan
kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat
pada sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah
Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum
yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan

prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Pada masing-masing layanan tersebut, ditetapkan indikator yang

berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan
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yang telah dan akan dilasanakan. Selanjutnya dari beragam indikator tersebut
ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili
keseluruhan layanan. Selanjutnya kinerja pelayanan peragkat daerah Dinas
Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat diukur dari

beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan
rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci.
Indikator tersebut adalah Persentase Cakupan penyediaan Rumah Layak Huni
dan persentase PSU perumahan yang tertangani. Pada tahun rencana 2019,
realisasi capain dari indicator pertama adalah 19,10% dari target 16,4%.
Adapaun realisasi dari indikator kedua adalah 8,02% dari target rencana 8,09%.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayana dasar,
kewenangan di bidang perumahan rayat dan permukiman memiliki beberapa
jenis layanan mendasar yang waijib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan
prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,
kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan
bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan
rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan
pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan
rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai
dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya
memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk

teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar bidang perumaha rakyat adalah Warga
Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki

rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan
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rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada
tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target Batas Waktu
Capaian Capaian Capaian
1. | Penyediaan dan Jumlah warga 100% Setiap Tahun
rehabilitasi rumah layak negara korban

huni bagi korban bencana | bencana yang
kabupaten memperoleh

rumah layak huni

2. | Fasilitasi rumah layak huni | Jumlah warga 100% Setiap Tahun
bagi masyarakat negara yang
terdampak relokasi terkena relokasi
program pemerintah akibat program
kabupaten pemerintah

daerah kabupaten
yang memperoleh
fasilitasi
penyediaan
rumah yang layak

huni

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
membawahi 2 (dua) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah
bidang perumahan rakyat dan permukiman. Satu lagi kewenangan adalah
urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu
urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah bidang

lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan
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tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya
dan B